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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa perjanjian pemborongan bangunan antara 

pemerintah dan swasta tunduk pada KUHPerdata, Undang-Undang 

No 28 Tahun 2002 berkaitan dengan penentuan objek perjanjian dan 

juga fungsi dari pembangunan objek perjanjian pemborongan 

tersebut, dan juga tunduk pada peraturan-peraturan standar lainnya 

diantaranya Aglemene Voorwarden voor de uitvoering bij 

aanneming van openbare  werken  in Indonesia, selain itu sepanjang  

menyangkut pemborongan pekerjaan umum di Indonesia ditetapkan 

oleh penguasa cq departemmen pekerjaan umum diantaranya 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang 

Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung) menyangkut segi 

yuridis dan teknisnya  guna untuk mendorong pembangunan yang 

efektif dan berkualitas  

B. Saran 

Bagi para pihak dalam kegiatan pemborongan bangunan baik itu pihak 

pemerintah maupun pihak swasta untuk dapat memahami makna dan 

substansi yang baik dan benar dalam perumusan dan pembuatan suatu 

perjanjian pemborongan bangunan antara Pemerintah dan Pihak Swasta 
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agar substansi dari perjanjian pemborongan bangunan yang dibuat dapat 

menggambarkan dengan jelas kehendak para pihak dalam perjanjian 

tersebut serta memnuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-

Undangan yang terkait. 
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